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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Intern
Dalam perusahaan yang berskala kecil pimpinan dapat terlibat langsung dalam semua aktivitas perusahaan, tetapi apabila perusahaan tersebut semakin berkembang dimana pimpinan mempunyai kemampuan terbatas untuk mengawasi secara langsung seluruh aktivitas perusahaan, maka diperlukan suatu alat yang dapat membantu pimpinan dalam melaksanakan fungsinya tersebut. Salah satu alat bantu pimpinan tersebut adalah suatu pengendalian intern yang sesuai dengan kondisi perusahaan

Pengendalian menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001 : 4) adalah sebagai berikut :

“Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut.”

Pengertian pengendalian intern itu sendiri menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2002 : 180)  adalah sebagai berikut :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (1) Keandalan pelaporan keuangan, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektivitas dan efisiensi operasi.”
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh  orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.

2.2 Struktur Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Pada prakteknya terdapat dua pengertian dalam mengartikan internal control ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengartikan pengawasan internal dan ada juga yang mengartikan pengendalian intern. Maka untuk pembahasan selanjutnya penulis menggunakan istilah pengendalian intern.

Dengan berkembangnya suatu perusahaan maka masalah yang dihadapi suatu pimpinan juga semakin komplek dan semakin luas. Konsekuensi dari perkembangan tersebut maka pengertian internal control pun mengalami perkembangan ke arah yang lebih luas lagi yang dikenal dengan struktur pengendalian intern, dimana dalam struktur pengendalian intern tercakup juga lingkungan perusahaan, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian.

Di dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001 : 319.3) disebutkan mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut :

“Struktur pengendalian intern satuan usaha terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan (assurance) memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan dicapai”.

Adapun definisi struktur pengendalian intern yang dikemukakan oleh George H. Bodnar, yang telah diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf, dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut :

“Struktur pengendalian intern perusahaan terdiri dari kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur yang menyediakan jaminan yang memadai, bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.”

Selanjutnya Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001 : 19) membagi struktur pengendalian intern yang didasarkan kepada tujuannya menjadi dua macam :

1. Pengendalian Intern Akuntansi 

2. Pengendalian Intern Administratif

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Intern Akuntansi

Merupakan bagian dari struktur pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

2. Pengendalian Intern Administratif

Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Dengan demikian, struktur pengendalian intern mencakup berbagai kebijakan dan prosedur yang sangat bervariasi dan luas, serta dapat mencakup berbagai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang dibuat oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Prosedur adalah langkah-langkah tertentu yang harus diamati dalam pelaksanaan suatu kebijakan, sedangkan tujuan adalah akhir dari suatu kegiatan atas hasil yang dicapai.

2.2.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern

Mulayadi dalam bukunya Pemeriksaan Akuntan (2001 : 68) mengemuka kan tujuan-tujuan dari struktur pengendalian intern sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3. Mendorong efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kekayaan manajemen

Tujuan-tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan dan catatan akuntansi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga untuk kekayaan perusahaan yang tidak mewakili wujud fisik, seperti piutang dagang, akan rawan oleh kecurangan jika dokumen penting (seperti kontrak penjualan) dan catatan akuntansi (seperti kartu piutang atau account receivable file) tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalanakan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. Karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah aplikasi uasaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan, dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak perlu.

4. Mendorong dipatuhinya kekayaan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

Menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing menyebutkan bahwa tujuan struktur pengendalian intern adalah sebagai berikut :

1. Keandalan informasi keuangan

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan struktur pengendalian intern adalah untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan data akuntansi. Struktur pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi sehingga akan menghasilakan keuangan yang teliti dan andal.

2.2.3 Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam bukunya Standar Profesional Akuntan Publik (2001 : 319.2) mengemukakan bahwa Struktur Pengendalian Intern terdiri dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penaksiran Resiko

3. Aktivitas Pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pengawasan

Penjelasanya adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar utuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini :

a. Integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Partisipasi dengan komisaris atau komite audit

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen

e. Struktur organisasi

f. Pemberian wewenang dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi, analisis dan manajemen terhadap resiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mengalami kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :

a. Perubahandalam lingkungan operasi

b. Personil baru

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki

d. Teknologi baru

e. Lini produk, produk atau aktivitas baru

f. Restrukturisasi korporasi

g. Operasi luar negeri

h. Standar akuntansi baru

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas.

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan dari berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan berikut ini :

a. Review terhadap kinerja

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuanan, yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa/kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan entitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan. Semestinya dalam mengendalikan aktivitas dan menyiapkan laporan keuangan yang mempunyai komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

5. Pengawasan

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian intern, manajemen membantu pengendalian untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai komunikasi dari keduanya.

2.2.4 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan, dan mengawasi bejalannya sistem pengendalian intern. Sistem apapun pada dasarnya baik akan tetapi menjadi rusak apabila tidak diterapkan secara efektif dan efisien.

Batas-batas yang tidak memungkinkan efektifitas sistem pengendalian intern itu tercapai dengan baik dikemukakan oleh La Midjan dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi I (2000 : 57) adalah sebagai berikut :

1. Kolusi, yaitu kerja sama yang tidak sehat.

2. Mental, yaitu personil yang bermental yang tidak baik.

3. Biaya, yaitu biaya tenaga kerja dan alat-alat yang mungkin akan memberatkan perusahaan dalam menerapkan sistem pengendalian intern.

Menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing mengemukakan bahwa keterbatasan struktur pengendalian intern, adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pertimbangan,

2. Gangguan

3. Kolusi

4. Pengabaian oleh manajemen

5. Biaya lawan manfaat

Berdasarkan uraian di atas sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien tidak akan tercapai, jika apabila dipengaruhi adanya kolusi diantara para pegawai atau karyawan, mental yang kurang baik bagi pegawai atau karyawan, dan pemborosan biaya sehingga menyebabkan akan menjadi tujuan dari pada perusahaan tidak akan tercapai.

2.3 Prosedur 

Pada semua perusahaan pasti terjadi kegiatan yang berjalan sesuai bentuk dan bidangnya masing-masing, ada yang melakukan kegiatan jasa, produksi, dagang dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan kegiatanya tersebut diperlukan suatu penanganan yang baik dan teratur, sesuai dengan prosedur yang baik dan diinginkan oleh manajemen perusahaan.

Untuk itu ada baiknya kita mengetahui sedikit mengenai pengertian dari prosedur tersebut. Berikut ini beberapa pengertian mengenai prosedur yang penulis kutip dari beberapa sumber.

Pengertian prosedur menurut Mulyadi di dalam buku Sistem Akuntansi (2001 : 6) adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 899), definisi prosedur adalah :

“Tahap kegiatan untuk menjelaskan suatu aktivitas”.

Dari definisi diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur pencatatan merupakan tahapan penyelesaian suatu kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.4 Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas terpenting perusahaan karena berhasil atau tidaknya perusahaan seringkali dinilai dari kemampuan menjual produknya. Kemampuan menjual produk sampai menghasilkan sejumlah besar transaksi di satu pihak sangat mengutungkan perusahaan namun tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan seluruh transaksi tersebut maka hal itu akan dapat menimbulkan banyak kesempatan melakukan penyimpangan oleh pihak-pihaknya yang tidak bertanggung jawab.

 Penjualan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barangnya dalam harapan memperoleh laba dari adanya transaksi yang dilakukan. Penjualan juga dapat diartikan juga sebagai suatu transaksi usaha yang meliputi penyerahan barang atau jasa untuk ditukarkan dengan uang, piutang atau kombinasi dari keduanya.

Penjualan secara umum dibedakan mejadi dua yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Apabila penyerahan barang atau jasa diikuti dengan pembayaran dari pihak pembeli disebut penjualan tunai, sedangkan pada penjualan kredit ada tenggang waktu saat beralihnya barang atau jasa dengan waktu yang diterimanya pembayaran. Selama tenggang waktu itu akan muncul yang disebut dengan piutang.

Penjualan menurut Moekijat dalam Kamus Manajemen (2000 : 488) adalah sebagai berikut :

“Selling (melakukan penjualan) adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberi petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhan dengan produksi yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua pihak, melakukan penjualan memerlukan keahlian khusus.”

Menurut Kusnadi dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah (2000 : 19) menjelaskan penjualan adalah sebagai berikut :

“Penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual, yang mana sales ini terdiri atas dua macam yaitu penjualan kotor (gross sales) dan penjualan bersih (net sales).”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu proses perbuatan dan cara untuk mempengaruhi pribadi agar terjadi pembelian (penyerahan) barang atau jasa yang ditawarkan berdasarkan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait.

2.5 Pengendalian Intern Penjualan dan Penagihan piutang

Seringkali terjadi kelemahan pengendalian intern dari suatu perusahaan, yaitu berkisar pada tugas seorang pemegang buku, yang terkadang terjadi akses ganda pada kas, buku besar dan buku besar tambahan. Akibatnya, pemegang buku dapat saja mengambil uang hasil penjualan, penagihan piutang dan mencatatnya sebagai piutang taktertagih seolah-olah pelanggan tidak membayar uang tersebut. Kecuali jika pengawasan dan manajer yang alin melakukan pengawasan yang kontinyu terhadap pemegang buku. 

2.5.2 Kebijakan Penjualan dan Penagihan piutang

Kebijakan penjualan dan penagihan piutang merupakan salah satu cara agar proses penjualan dan penagihan piutang dapat dilaksanakan dengan lancar. Apabila perusahaan melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan keuntungan sekaligus kerugian baik bagi individu maupun perusahaan lain yang tidak dapat membayar. Untuk meminimalisasi kerugian tersebut atau bahkan meniadakannya maka diperlukan suatu bagian khusus yang menangani atau mengendalikan permintaan kredit. 

Kebijakan penjualan dan penagihan piutang dapat meliputi syarat penjualan, syarat pengiriman barang, potongan harga, kebijakan penyisihan piutang ragu-ragu dan kebijakan mengenai penghapusan piutang.

2.5.3 Prosedur Penjualan Kredit

Penjualan kredit mengandung resiko bagi perusahaan berupa kegiatan harus diderita apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Oleh karena itu penjualan kredit, terutama yang berjumlah besar, hanya dapat dilakukan pada pihak bonafid. Walaupun demikian penjualan kredit ini memiliki prosedur-prosedur tertentu yang diatur oleh bagian kredit, yaitu :

1. Prosedur order penjualan, dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi pentingpada surat order dari pembeli.

2. Prosedur persetujuan kredit, dalam prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan penjualan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit.

3. Prosedur pengiriman, dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembelisesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman.

4. Prosedur penagihan, dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli. 

5. Prosedur pencatatan piutang, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan ke dalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu mengarsipkan dokumen tembusan menutur abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang.

6. Prosedur distribusi penjualan, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen.

7. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan, dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodek total harga pokok yang dijual dalam periode akuntansi tertentu.

2.5.4 Prosedur Penagihan Piutang

Menurut sistem pengendalian intern yang baik, semua penerimaan kas dari debitur harus dalam bentuk giro atas nama dan melalui transfer. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk uang tunai memberikan peluang bagi penagih melakukan penyelewengan kas hasil penagihan. Penerimaan kas dari debitur dalam bentuk giro atas nama juga memberikan peluang bagi karyawan perusahaan untuk menguangkan giro yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya. Oleh karena itu prosedur penagihan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan.

2. Bagian penagihan mengirimkan penagihan, yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur.

3. Bagian penagihan mengirimkan giro atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur.

4. Bagian penagihan menyerahkan giro kepada bagian kas.

5. Bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.

6. Bagian kas mengirim kuitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.

7. Bagian kas menyetorkan giro atas nama.

2.6 Pemeriksaan Intern

2.6.2 Pengertian Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern muncul dari fungsi manajemen bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengorganisasi dan mengarahkan aktivitas organisasi. Tanggungjawab ini diwujudkan dalam bentuk pengendalian sebagai suatu fungsi turunan dari pengendalian manajemen, pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi pengendalian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Tujuan utama pemeriksaan intern adalah melakukan penilaian atas pengendalian organisasi untuk memberikan keyakinan bahwa resiko usaha telah diketahui dan tujuan serta sasaran tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien. Pengetahuan akan resiko-resiko yang berhubungan dengan aktivitas organisasi adalah faktor penting dalam menyelenggarakan fungsi pemeriksaan intern. Posisi yang independen terhadap fungsi-fungsi lain di organisasi merupakan syarat obyektivitas dalam memenuhi tanggung jawab.

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja dalam bukunya Auditing (2000 : 202) mengungkapkan bahwa pemeriksaan intern adalah :

“Kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya”.

Definisi pemeriksaan intern menurut The Institute Of Internal Auditor (IIA) dalam Standar For The Profesional Practice Of Internal Auditing, seperti di kutip oleh Moeller dalam bukunya Brink’s Modern Internal Auditing  (1999 :1) adalah :

“Internal Auditing is an independent appraisal functions established whitin an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization”.

Dari definisi pemeriksaan intern menurut Moeller tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan intern adalah fungsi penilai yang dibuat dalam organisasi yang bersifat independen yang tugasnya memeriksa dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi sebagai jasa kepada organisasi, yaitu :

· Independen, berarti bahwa pemeriksa bebas dari batasan-batasan yang dapat membatasi ruang lingkup dan efektivitas penilaian.

· Penilaian, mengacu pada kebutuhan pengevaluasian yang merupakan tugas pemeriksa intern dalam memberikan keputusan.

· Dibuat dalam perusahaan, berarti bahwa pemeriksaan intern adalah fungsi yang didirikan secara formal dalam organisasi modern.

· Pemerikasaan dan pengevaluasian, adalah peran pemeriksaan intern dinyatakan dengan pencarian bukti dan pemberian penilaian.

· Aktivitas-aktivitas organisasi, mengacu pada ruang lingkup pemeriksaan intern  yang luas, yang meliputi seluruh aktivitas dari organisasi modern.

· Jasa pengungkapan, bahwa bantuan dan bimbingan kepada manajemen dan seluruh anggota organisasi adalah hasil akhir dari tujuan pemeriksaan intern.

· Kepada organisasi, memperkuat bahwa ruang lingkup jasa pemeriksaan intern meliputi seluruh organisasi, termasuk semua pegawai, dewan direksi dan komite audit, pemegang saham dan para pemilik lainnya.

2.6.3 Fungsi Pemeriksaan Intern

Bertambah besarnya organisasi meningkatkan kebutuhan akan adanya alat bantu manajemen dalam mengawasi sistem pengendalian manajemen. Fungsi pemeriksaan intern adalah memberikan jasa yang bermanfaat pada bisnis dan organisasi. Semula fungsi pemeriksaan intern hanya terbatas pada fungsi klerikal seperti kegiatan pengesahan bukti kas keluar sebelum terjadinya pembayaran, perhitungan fisik dan verifikasi penerimaan kas.

Pada saat sekarang, sifat dan luas jasa yang diberikan semakin berkembang cepat. Fungsi pemeriksaan intern pada mulanya adalah melakukan pemeriksaan keuangan, kemudian berkembang untuk melakukan pemeriksaan ketaan, berkembang bagi melakukan pemeriksaan operasional dan berkembang lebih lanjut melakukan pemeriksaan khusus. Fungsi pemeriksaan intern tercermin dalam tindakan berikut :

1. Penetapan kebijakan pemeriksaan 

2. Penilaian terhadap reliabilitas dan integritas informasi keuangan maupun informasi operasional objek pemeriksaan.

3. Penilaian terhadap ketaatan objek pemeriksaan atas kebijakan.

Pengujian dan evaluasi seluruh aktivitas organisasi yang dilakukan pemeriksaan intern mencakup seluruh tingkatan organisasi, yaitu :

a. Pada tingkat pelaksana, pemeriksaan bertujuan untuk menguji transaksi-transaksi dan bukti-bukti. Utamanya difokuskan untuk mengetahui kebenaran dan ketaatan pelaksanaan tugas.

b. Pada tingkat supervisi, pemeriksaan bertujuan untuk menguji bagaimana supervisi mengawasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan. Pemeriksaan pada tingkat ini difokuskan pada kualitas pelaksanaan supervisi.

c. Pada tingkat pengendali, pemeriksaan bertujuan untuk prosedur-prosedur, praktik-praktik dan sistem. Pemeriksaan pada tingkat ini difokuskan pada kecukupan sistem, rasionalisasi prakti-prakti, efektivitas dan efisiensi prosedur.

d. Pada tingkat yang paling tinggi, pemeriksaan bertujuan untuk menguji keputusan-keputusan penting tertentu dan difokuskan pada motif dibelakang keputusan tersebut dan apakah keputusan-keputusan tersebut tepat.

2.6.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Intern

Ruang lingkup dari pemeriksaan intern meliputi pemeriksaan terhadap keandalan informasi, pemeriksaan kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundang-undangan, perlindung terhadap harta, penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efektif, serta pemeriksaan terhadap pencapaian tujuan.

Hiro Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Internal Audit (1997 : 32) menyatakan ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan intern, yaitu :

“Lingkup pekerjaan dari pemeriksaan internal (Iternal Audit) haruslah meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan , struktur pengendalian intern yang dimiliki organisasi dan kualitas dari pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan”.

Dalam buku Auditing (1997 : 866), Pendekatan Terpadu, Arens dan Loebbecke, mengemukakan ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan intern sebagai berikut :

· Auditor intern harus melakukan penelaahan keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi dan sarana-sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.
· Auditor intern harus melakukan penelaahan struktur pengendalian intern yang ditetapkan untuk meyakinkan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang memiliki dampak yang signifikan pada operasi dan laporan keuangan serta harus menentukan apakah organisasi telah mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut.
· Auditor intern harus melakukan penelaahan sarana pengamanan aktiva dan juga melakukan verifikasi keberadaan aktiva tersebut. 
· Auditor intern harus mempertimbangkan nilai ekonomi dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya.
· Auditor intern harus melakukan penelaahan operasi-operasi atau program-program untuk memastikan apakah hasil-hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan apakah operasi-operasi atau program-program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
Dalam pemeriksaan terhadap keandalan informasi, pemeriksaan tersebut meliputi memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan suatu informasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan, ruang lingkup pemeriksaan intern haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dimiliki akibat yang penting terhadap pekerjaan-pekerjaan atau operasi-operasi, laporan-laporan dan harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal-hal tersebut.

Dalam upaya perlindungan terhadap harta perusahaan, pemeriksaan intern haruslah memeriksa alat-alat atau cara-cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktiva dan bila dipandang perlu, memverifikasi kebenaran berbagai harta dari perusahaan dan juga harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Selain itu, dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, lingkup pemeriksaan intern juga meliputi menilai pekerjaan-pekerjaan atau operai-operasi serta program-program untuk menentukan apakah hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah suatu pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

2.6.5 Independensi Pemeriksaan Intern

Independensi Pemeriksaan Intern merupakan prasyarat penting bagi obyektivitas pemeriksaanya agar hasil pemeriksaanya efektif. Pemeriksaan intern secara organisasional harus independen terhadap unit-unit, segmen-segmen, kegiatan-kegiatan, proyek-proyek yang diperiksanya.

Independensi yang diperlukan oleh pemeriksa intern meliputi :

a. Bebas dari pengaruh pribadi atau pertanggung jawaban atas kegiatan unit yang diperiksanya.

b. Dapat mengembangkan program pemeriksaan tanpa pengaruh yang tidak sepantasnya.

c. Dapat mengakses sepenuhnya bukti-bukti dan para karyawan pelaksana yang diperlukan dalam pemeriksaanya.

d. Dapat memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif.

e. Dapat memasukan ke dalam laporan pemeriksaan semua masalah yang dianggap perlu.

Independensi Pemeriksaan Intern tersebut harus dinyatakan pula dalam kebijakan organisasi dan usaha-usaha nyata dalam mempertahankan dan memelihara independensi secara profesional. Dalam kebijakan organisasi, independensi pemeriksaan intern digambarkan dalam suatu satuan pengawasan intern. Manajemen harus menyadari bahwa jika pemeriksaan intern tidak bersifat independen, maka manfaat pemeriksaan tersebut tidak dapat dicapai. Pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan pemeriksaan berarti menggagalkan tugasnya. Faktor independensi yang sangat penting adalah integritas dan obyektivitas.

Pemeriksa intern tidak boleh bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi operasi dalam sebuah perusahaan atau memperbaiki kekurangan biladitemukan operasi yang tidak efektif atau tidak efisien. Pemeriksa intern diperbolehkan memberi rekomendasi perubahan-perubahan dalam operasi, tetapi pelaksana harus memiliki wewenang untuk menerima atau menolak rekomendasi-rekomendasi itu. Jika pemeriksa intern memiliki wewenang untuk mewajibkan implementasi rekomendasi mereka, pemeriksa intern tersebut sesungguhnya mempunyai tanggung jawab memeriksa pekerjaanya sendiri pada pelksanaan pemeriksaan berikutnya. Hal ini akan mengurangi tingkat independensinya. Status organisasi harus mencukupi untuk memastikan luas ruang lingkup pemeriksaan, pertimbangan yang memadai dan tindakan yang efektif atas temuan-temuan pemeriksaan serta rekomendasi-rekomendasi.

2.6.6 Program Pemeriksaan Intern

Program pemeriksaan intern adalah dokumen berisi tindakan-tindakan dan langkah-langkah terinci yang dilaksanakan dalam pemeriksaan yang didasarkan pada tujuan-tujuan yang telah disetujui serta informasi yang tersedia mengenai kegiatan-kegiatan dan prosedur-prosedur organisasi yang diperiksa.

Adanya program pemeriksaan secara tertulis sangat penting artinya demi pengolahan tugas pemeriksaan secara efisien dan efektif, namun keberadaannya tidak boleh dipakai sebagai check-list yang kaku terhadap langkah-langkah kerja yang harus dilakukan sehungga hal ini dapat mematikan inisiatif pemeriksa.

Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan yang sistematis dan terarah maka sebelum pemeriksaan dimulai terlebih dahulu disusun suatu program pemeriksaan yang berisi rencana mengenai prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan. Program pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengawasan yang efektif atas pekerjaan pemeriksaan.

Program pemeriksaan merupakan salah satu kewajiban yang harus ditempuh oleh seorang pemeriksa. Selain itu, dengan adanya program pemeriksaan diharapkan tindakan atau langkah-langkah pemeriksa dapat terperinci dan sistematis sehingga tugas pemeriksa dapat terarah dan terkendali yang pada akhirnya tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Dan ditegaskan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001 : 38) sebagai berikut :

“Program pemeriksaan intern adalah uraian yang sistematis dari langkah-langkah pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa program pemeriksaan berupa daftar yang didalamnya terdapat uraian mengenai tindakan atau langkah-langkah pemeriksaan mulai dari awal pemeriksaan sampai dengan komentar-komentar atau instruksi.

2.6.7 Laporan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Intern

a. Laporan Pemeriksaan Intern

Laporan hasil pemeriksaan intern merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan intern karena didalam laporan tersebut dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan apa yang diperoleh serta merupakan langkah terakhir dari seluruh proses pemeriksaan. Arens dan Loebbecke dalam bukunya Auditing : Pendekatan Terpadu (1997 : 3) mengatakan :

“Laporan pemeriksaan intern adalah alat penyampaian temuan-temuan kepada para pemakai laporan tersebut.”

Karena peran penting inilah, maka dalam membuat laporan pemeriksaan paling tidak seorang pemeriksa harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Resposibility, artinya ada rasa tanggung jawab yang besar dari seorang pembuat laporan, maupun pimpinan yang menerima laporan tersebut atas arti penting laporan sebagai sumber informasi.

2. Objectivity, berarti pelaporan harus berdasarkan bukti-bukti dan fakta objektif atau apa adanya, karena hanya dari laporan yang objektiflah akan dapat diambil keputusan yang objektif dan rasional.

3. Comprehensive, agar laporan memberikan sumbangan yang berarti, maka harus cukup lengkap mencakup semua hal yang penting, sehingga memungkinkan seluruh konstilasipersoalan dapat mudah dipahami.

4. Simplicity, berarti dalam penggunaan laporan perlu diperhatikan dalam hal penggunaan dan penyajian kalimat. Kalimat yang digunakan hendaknya culup singkat, jelas dan tepat sehingga nantinya akan mudah untuk ditafsirkan.

5. Timeness, berarti ketapatan waktu dalam pembuatan dan penerbitan laporan.

b. Tindak Lanjut Pemeriksaan Intern

Proses terakhir dalam pelaksanaan pemeriksaan yang juga merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan (Follow Up).

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hiro Tugiman dalam bukunya Standar Profesional Internal Auditor (1997 : 75) mengatakan bahwa :

“Tindak lanjut oleh pemeriksa internal diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, kefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pemeriksaan intern harus terus menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa temuaan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. 

Pemeriksaan intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan direksi telah menerima resiko akibat tidak dilakukan tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

Dalam hal ini manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebagi tanggapan temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Sedangkan pimpinan pemeriksaan intern bertanggung jawab untuk memperkirakan suatu tindakan yang diperlukan manajemen, agar berbagai hal yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan tersebut dapat ditanggulangi secara tepat waktu.

Dalam melihat sifat, ketepatan waktu dan luas tindak lanjut pemeriksaan intern harus mempertimbangkan berbagai prosedur dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat. 
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